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TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4.Undang-Undang........
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan.......
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11.

12.
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14.

15.

16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

17.Peraturan.....




¥

18.

19.

20.

21.

22,

23.
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6332);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Keputusan.........
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24. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 282 Tahun 2021 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Hari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati
Batang Hari tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021, Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp.1.314.008.350.675,00 berkurang
sebesar Rp. 11.537.364.634,00 sehingga menjadi Rp. 1.302.470.986.04 1,00, dengan

rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah

1) Semula

Rp. 1.314.008.350.675,00

2) Berkurang (Rp. 11.537.364.634,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.302.470.986.041,00
b. Belanja Daerah

1) Semula Rp. 1.322.658.350.675,00
b. Berkurang (Rp. 11.412.570.340,68)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.311.245.780.334,32

c. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula

Rp. 18.150.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 4.875.205.706.68)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 13.274.794.293,32

b.Pengeluaran......



b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 9.500.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 5.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 8.774.794.293,32

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a,

bersumber dari :

a.

Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 138.011.248.843,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 138.011.248.843,00
Pendapatan transfer

1) Semula Rp.1.126.797.101.832,00
2) Berkurang (Rp. 8.837.364.634,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.117.959.737.198,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1) Semula Rp. 49.200.000.000,00
2) Berkurang (Rp. 2.700.000.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 46.500.000.000,00
Pasal 3
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
terdiri atas :
a. Pajak daerah
1) Semula Rp. 47.942.980.851,00
2) Berkurang (Rp.  8.202.980.851,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 39.740.000.000,00
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 7.025.071.960,00
2) Berkurang (Rp. 1.192.120.000,00)
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 5.832.951.960,00

c¢. Hasil Pengelolaan.......
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 12.162.400.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisah setelah perubahan Rp. 12.162.400.000,00
d. Lain - lain PAD yang sah

1) Semula Rp. 70.880.796.032,00

2) Bertambah Rp. 9.395.100.851,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 80.275.896.883,00
(2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
terdiri atas :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp.1.055.677.936.000,00

2) Berkurang (Rp. 3.113.055.978,00)

Jumlah pendapatan transfer pemerintah

pusat setelah perubahan Rp.1.052.564.880.022,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp. 71.119.165.832,00

2) Berkurang (Rp. 5.724.308.656,00)

Jumlah Pendapatan Transfer antar daerah

perubahan Rp. 65.394.857.176,00

(3) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 7.200.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 2.700.000.000,00)

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-

undangan

1) Semula Rp. 42.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan setelah perubahan Rp. 42.000.000.000,00
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Pasal 4
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri
atas:

a. Belanja operasi

1) Semula Rp. 906.902.129.637,00

2) Berkurang (Rp. 43.570.462.166,53)

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 863.331.667.470,47
b. Belanja Modal

1) Semula Rp. 194.083.946.446,00

2) Berkurang (Rp.  2.213.308.854.50)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 196.297.255.300,50
c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 7.179.000.000,00

2) Bertambah Rp. 2.057.425.110,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 9.236.425.110,00
d. Belanja transfer

1} Semula Rp. 214.493.274.592,00

2) Bertambah Rp. 27.887.157.861,35

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 242.380.432.453,35

Pasal 5

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri
atas :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 493.927.530.996,00

2) Berkurang (Rp.  39.819.425.803,56)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 454.108.105.192,44
b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 328.883.767.521,00

2) Bertambah Rp. 36.670.113.032,03

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 365.553.880.553,03

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 1.200.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.200.000.000,00

d. Belanja hibah.......



d.

Belanja hibah
1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

45.787.527.620,00
7.917.260.895,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp.

2) Berkurang (Rp.

Rp. 37.870.266.725,00

37.103.303.500,00
31.994.781.942,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp. 5.108.521.558,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

a.

Belanja modal tanah
1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

1.620.000.000,00
1.620.000.000,00)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.

Rp. 0,00

36.287.465.576,00
22.804.485.540,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan

Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

Rp. 59.091.951.116,00

79.197.581.328,00
2.202.166.413,38)

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan
setelah perubahan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

Rp. 76.995.414.914,62

63.050.154.542,00
11.942.491.223,12)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
setelah perubahan

Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

Rp. 51.107.663.318,88

13.928.745.000,00
4.826.519.049.00)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah
perubahan

Rp. 9.102.225.951,00

(3) Belanja tidak terduga........
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(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas
belanja tidak terduga, yaitu :

1) Semula Rp. 7.179.000.000,00
2) Bertambah Rp. 2.057.425.110,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 9.236.425.110,00

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 2.673.509.799,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.673.509.799,00
b. Belanja bantuan keuangan
n 1) Semula Rp. 211.819.764.793,00
2) Bertambah Rp. 27.887.157.861.35

| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
perubahan Rp. 239.706.922.654,35

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri
atas:

(1) Penerimaan pembiayaan

ﬁ a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp. 18.150.000.000,00
2) Berkurang (Rp.  4.875.205.706.68)

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan Rp. 13.274.794.293,32
(2) Pengeluaran pembiayaan
b. Penyertaan Modal Daerah
1) Semula Rp. 9.500.000.000,00
2) Berkurang (Rp. 5.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00

Pasal 7.......
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Pasal 7

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.

10.

Lampiran 1

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

. - Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan; dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
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Pasal 8
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

o Ditetapkandi  :  Muara Bulian
Pada-tang ;3 -1~ 2021
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Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
. Inspektur Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

2

3

ﬁ 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Arsip.




